
 

 

 
 

Rancangan  

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR : 193/Kep.DPRD-13/2017 

TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

TERHADAP RENCANA KERJA SAMA SISTER PROVINCE ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN WALLONIA REGION BELGIA, 

PREFEKTUR SHIZUOKA JEPANG, KHARTOUM STATE SUDAN, DAN SOUSS 
MASSA REGION MAROKO  

  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA BARAT 
 
 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf f 
Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib 
DPRD Provinsi Jawa Barat, Komisi I Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan 
pembahasan terhadap surat Gubernur Jawa Barat Nomor 

050/3046/Pem.KSM tanggal 5 Juli 2017 Hal Persetujuan 
Rencana Kerja Sama Sister Province; 

  b. bahwa terhadap hasil pembahasan Komisi I sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang 
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

      
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 

4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 

  2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

    



-2- 
    

    
    

  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 

  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah 
Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2008); 
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  11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 

09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata 
Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh 

Pemerintah Daerah; 
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
183);      

  14. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat; 
    

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 050/3046/Pem.KSM 
tanggal 5 Juli 2017 perihal Persetujuan Rencana Kerja Sama 

Sister Province. 
 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Komisi I Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap rencana kerja 
sama Sister Province antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

dengan Wallonia Region Belgia, Prefektur Shizuoka Jepang, 
Khartoum State Sudan, dan Souss Massa Region Maroko 
untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 
KEDUA : Laporan Komisi I sebagaimana Diktum KESATU, merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
KETIGA  Menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 

         Di tetapkan di Bandung 

      pada tanggal  31 Agustus  2017 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT 

Ketua, 
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INEU PURWADEWI SUNDARI 


